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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Kebijakan Satgas Adminduk 

dalam meningkatkan pelayanan Administrasi di Desa Lojejer Kabupaten Jember. Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode kualitatif dengan pendekatan deksriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Pemerintah Desa Lojejer melalui Keputusan Kepala Desa Lojejer 

Nomor:141/10/35.09.11.01/2021 membentuk sebuah pelayanan administrasi kependudukan melalui Satgas Adminduk 

untuk menjawab setiap keluhan masyarakat terkait dokumen kependudukan . Desa Lojejer mengupayakan sebuah 

pelayanan administrasi kependudukan untuk memberikan solusi dari semua permasalahan administrasi kependudukan 

yang dikeluhkan oleh masyarakat dengan menciptakan sebuah pelayanan administrasi kependudukan dengan konsep 

jemput bola melalui Satgas Adminduk. Berdasarkan hasil penelitian implementasi kebijakan Satgas Adminduk dalam 

meningkatkan pelayanan di Desa Lojejer dengan empat variabel diantaranya komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan 

struktur organisasi berjalan dengan baik, tetapi perlu dilakukan sosialisasi terkait Satgas Adminduk agar masyarakat 

mampu memahami hal yang berkaitan dengan pelayanan administrasi. Dan Ketua Satgas Adminduk harus 

mempertimbangkan honor anggota Satgas Adminduk yang kecil agar pelaksaan pelayanan Satgas Adminduk berjalan 

dengan baik 

Katakunci: Implementasi, Satgas Adminduk, Pelayanan 

Abstract: This research aims to describe and analyze the implementation of the 

Adminduk Task Force policy in improving administrative services in Lojejer Village, 

Jember Regency. The research method used is a qualitative method with a descriptive 

approach. Data collection was carried out using observation, interviews and 

documentation techniques. The Lojejer Village Government through the Lojejer Village 

Head Decree Number: 141/10/35.09.11.01/2021 established a population 

administration service through the Population Administration Task Force to answer 

every public complaint regarding population documents. Lojejer Village is working on 

a population administration service to provide solutions to all population 

administration problems complained about by the community by creating a population 

administration service with a pick-up-ball concept through the Population 

Administration Task Force. Based on the research results, the implementation of the 

Adminduk Task Force's policy in improving services in Lojejer Village with four 

variables including communication, resources, disposition and organizational 

structure is going well, but it is necessary to carry out socialization regarding the 

Adminduk Task Force so that the community is able to understand things related to 

administrative services. And the Chair of the Adminduk Task Force must consider the small honorarium for members of the Adminduk 

Task Force so that the Adminduk Task Force's services run well. 
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Pendahuluan 

Administrasi kependudukan adalah suatu bentuk kegiatan yang ditujukan untuk 

pelayanan, pengelolaan, dan pembangunan umum, yang berkaitan dengan penataan dan 

dokumensi dan informasi kependudukan yang disediakan oleh daftar kependudukan,  

pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi kependudukan (Iglesias, 2019). Menurut 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 pasal (1) administrasi 

kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan 

dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, 

pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk 

pelayanan publik dan pembangunan sektor lain (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang 

Pelayanan Publik, n.d.). Administrasi kependudukan memiliki peran yang sangat penting dalam 

pembangunan di Indonesia, yang mana dari sistem administrasi kependudukan tersebut 

dapat digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai data penduduk yang sesuai 

dengan kenyataan yang ada di daerah tempat tinggal masyarakat tersebut.Menurut 

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki 

kewajiban untuk melindungi dan memberikan pengakuan terhadap semua penduduknya 

secara adil dan rata tanpa membedakan status tertentu (Wu, 2018). 

Satgas adminduk di luncurkan pertama kali pada bulan juni 2021, akan tetapi 

pelayanan satgas adminduk ini sudah berjalan mulai bulan januari (Viralkata.com, 2021). 

Kepala Desa Lojejer yaitu Muhammad Sholeh, S.H., M,Si menjelaskan bahwa tugas pokok 

satgas adminduk adalah penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat dan juga 

untuk mempermudah pelayanan data administrasi kependudukan di Desa Lojejer. Pada 

tanggal 16 November 2021 telah diluncurkan satgas dengan judul “Launching Satgas 

Adminduk pertama di Indonesia” dan dihadiri oleh Kepala Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil (Dispendukcapil)Kabupaten Jember, Isnaini Dwi Susanti, SH, M.Si., 

anggota satgas adminduk dan segenap perangkat Desa Lojejer. Berdasarkan ketetapan 

Kepala Desa Lojejer dalam PERDES Nomor: 141/10/35.09.11.01/2021 tentang “Koordinator 

dan Satgas Adminduk Desa Lojejer”. Hal tersebut didasarkan pada peraturan Daerah 

Kabupaten Jember Nomor 7 tahun (2015) pasal 225 ayat 2 tentang desa yang berisi “Desa 

berkewajiban memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa” 

(Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa, n.d.). 

Satgas adminduk dibentuk untuk memberikan pelayanan secara cepat kepada 

masyarakat, tugas pokok satgas adminduk yaitu memberikan kemudahan keluar 

masuknya data masyarakat terkait pelayanan di Desa Lojejer, diawali dengan pendaftaran 

sampai selesai menjadi suatu dokumen secara fisik, oleh karena dengan adanya satgas 

adminduk ini masyarakat tidak perlu bersusah payah melalui atau datang langsung ke 

Dispendukcapil Jember, dikarenakan sudah dibantu satgas adminduk terkait pengurusan 

dokumen. Kepala Desa Lojejer merekrut masyarakat desanya sendiri untuk dijadikan 

sebagai petugas satgas adminduk, akan tetapi teruntuk warga yang memahami dan 

menguasai mengenai IT (Keputusan Kepala Desa Lojejer Nomor: 141/10/35.09.11.01/2021 

Tentang Koordinator Dan Satgas Adminduk Desa Lojejer, n.d.). Jumlah warga yang terpilih 

menjadi anggota satgas adminduk berjumlah 24 orang, yang terdiri dari 14 perempuan dan 
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10 laki-laki, masyarakat tersebut diseleksi dari 12 RW yang ada di Desa Lojejer sehingga 

disetiap RW memiliki perwakilan satgas adminduk, dalam menjalankan tugas sebagai 

satgas adminduk dengan upah sebesar Rp. 300.000,00 setiap bulan yang diambil dari dana 

APBDes (Liddy, 2019). 

Tahap pelayanan satgas adminduk diawali dengan masyarakat melakukan 

pengajuan permohonan pelayanan administrasi kependudukan kepada satgas adminduk 

dengan membawa persyaratan yang sudah ditentukan (Maryam, 2016). Kemudian akan 

diajukan oleh satgas adminduk secara online melalui sosial media whatsapp dengan 

mengisi dan melengkapi data diri pemohon berdasarkan jenis dokumen yang akan 

diajukan dan juga mengunggah persyaratan yang sudah diisi secara lengkap, email yang 

digunakan pada data diri pemohon menggunakan alamat e-mail desa sehingga setelah 

porses data selesai akan masuk ke email desa (Maust, 2018). Selanjutnya satgas adminduk 

akan mengirimkan data pemohon kepada dispendukcapil supaya data dapat segera 

diproses, jenis dokumen seperti Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan SKPWNI yang 

sudah selesai diproses akan segera dikirim ke email desa dalam bentuk softfile, kemudian 

dokumen tersebut akan dicetak oleh bapak Hendik selaku Kasi Pemerintahan sekaligus 

menjabat Ketua Satgas Adminduk di kantor Desa Lojejer. Dokumen yang telah selesai di 

cetak akan diberikan oleh anggota satgas adminduk untuk dibagikan ke warga yang 

bersangkutan, sedangkan dokumen seperti KIA dan KIP akan dicetak di Dispendukcapil 

Jember, yang kemudian petugas Dispendukcapil Jember akan mengirim dokumen tersebut 

di Kecamatan Wuluhan, yang pada akhirnya petugas satgas adminduk diwajibkan untuk 

mengambil dokumen tersebut dan dibagikan ke warga yang bersangkutan (Jatmiko, 2018). 

Metode 

Jenis dan Tipe Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang merupakan penelitian yang 

dilakukan agar dapat menjawab fenomena yang dialami oleh masyarakat. Tipe penelitian 

yang digunakan adalah analisis deskriptif yang menggambarkan data dengan menjelaskan 

data tersebut.  

Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, 

Jawa Timur. Alasan memilih lokasi penelitian tersebut karena Desa Lojejer merupakan 

salah satu desa di Kabupaten Jember bahkan Indonesia yang membuat Satgas Adminduk 

pertama kalinya. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2 bulan (20 Maret 2023 

- 18 Mei 2023) sehingga hasil penelitian ini sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.  

Sumber Data  

Dalam penelitian ini data primer sangat dibutuhkan karena data yang akan 

didapatkan sangat akurat seperti observasi, wawancara, survei, dan dokumentasi. Data 

sekunder ini berupa dari sumber artikel, jurnal, buku, situs website, dll yang terkait dalam 

penelitian.  
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Penentuan Informan  

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling 

yaitu teknik pemilihan sampel yang mana data dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti.   

Tabel 1 Informan Penelitian  

NO.  NAMA  JABATAN  

1  Bpk. Hendik Ketua Satgas adminduk 

2  Ibu Erni Anggota Satgas Adminduk 

3  Ibu Irma Anggota Satgas Adminduk 

4  Bpk. Ajis Masyarakat lojejer 

5  Bpk. Hermawan Masyarakat lojejer  

 

Metode Analisis Data  

1. Reduksi data, yaitu tahapan memilih data dari hasil observasi, wawancara, dan 

dokumentasi untuk memudahkan dalam proses selanjutnya.  

2. Penyajian data, yaitu mengorganisasikan dan menyatukan data dari informasi agar 

dapat disimpulkan dan dilakukan dengan singkat, bagan, hubungan antar kategori, 

dan sejenisnya.   

3. Penarikan kesimpulan, yaitu menarik kesimpulan dan verifikasi yang mana 

kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah 

bila ditemukan bukti-bukti yang valid dan konsisten. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Gambaran Umum Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember  

Desa Lojejer merupakan salah satu Desa yang berada di wilayah Kecamatan Wuluhan 

dan terletak dibagian paling selatan. Mayoritas masyarakat Desa Lojejer bekerja sebagai 

petani, nelayan, dan produsen gula merah (George, 2018). Desa lojejer menjadi salah satu 

sentra penghasil gula merah yang ada di Kabupaten Jember. Luas Desa Lojejer adalah 

1.632,066 Ha, yang terdiri dari tiga Dusun, yaitu Dusun Krajan, Dusun Sulakdoro dan 

Dusun Kepel dengan batas-batas wilayah Desa sebagai berikut:  

a. Sebelah Utara : Desa Tamansari 

b. Sebelah Timur : Desa Ampel dan Desa Dukuhdempok 

c. Sebelah Selatan : Samudra Hindia 

d. Sebelah Barat : Desa Pugerwetan 

Satgas Adminduk 

Satgas adminduk dibentuk oleh Pemerintah Desa Lojejer untuk 

memberikanpelayanan administrasi kependudukan terhadap masyarakat Desa Lojejer. 

Satgas Adminduk memiliki tugas untuk melayani masyarakat dibidang administrasi 

kependudukan dengan mendatangi masyarakat dan memberikan pelayanan yang 

dibutuhakan masyarakat dikediaman mereka. Berikut langkah-langkah pelayanan 
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administrasi kependudukan melalui Satgas Adminduk di Desa Lojejer Kecamatan 

Wuluhan Kabupaten Jember (Woldie, 2018). 

Tugas pokok Satgas Adminduk yaitu memberikan pelayanan administrasi 

kependudukan dengan mendatangi kediaman masyarakat, mereka data permohonan 

pelayanan administrasi kependudukan yang diajukan oleh masyarakat, mengurus 

permohonan pembuatan dokumen masyarakat secara online melalui whatsapp yang 

disediakan oleh Dispendukcapil Kabupaten Jember, serta mendistribusikan dokumen yang 

telah selesai kepada pemohon (Hackett, 2018). 

Satgas Adminduk diketuai oleh Bapak Hendik Iswahyudi, S.H. dengan 

jabatanKorlap dan beliau merupakan salah satu Perangkat Desa Lojejer yang menjabat 

sebagai Kasi Pemerintah. Desa Lojejer terdiri dari 12 RW yang masing-masing RW tersebut 

memiliki 2 Satgas Adminduk.   

a. RW 1 Dusun Krajan : Siti Mutmaidah dan Siti NurHabibah. 

b. RW 2 Dusun Krajan : Abel Roikhotul Jannah dan Didik Purba. 

c. RW 3 Dusun Krajan : Lusiana Ambarwati dan Novilia. 

d. RW 4 Dusun Sulakdoro : Deni Agus Slamet dan Sambang Hariyanto 

e. RW 5 Dusun Sulakdoro : Riana Prihantini dan Budi Setyawan 

f. RW 6 Dusun Sulakdoro : Moh. Roni Wijaya dan Rike Ratnawati 

g. RW 7 Dusun Sulakdoro : Irma Inayati dan Nia Anira 

h. RW 8 Dusun Kepel : Erny Juwita Ningtyas dan Defa Rubiantoro 

i. RW 9 Dusun Kepel : Priati dan Five Mei Chumairoh 

j. RW 10 Dusun Kepel : Wahyu Rizqi dan Sofyan Sahuri 

k. RW 11 Dusun Kepel : M Zainur Roziqin dan Windi Anisa Agustin 

l. RW 12 Dusun Kepel : Sri Puji Rahayu dan Agus Andriyanto 

Implementasi Kebijakan Satgas Adminduk Dalam Meningkatkan Pelayanan 

Komunikasi 

Komunikasi berarti bahwa implementasi suatu kebijakan yang sukses mensyaratkan 

para pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana tujuan dan sasaran 

kebijakan harus dikomunikasikan kepada kelompok sasaran untuk mengurangi distorsi 

implementasi (Akib, 2010). 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang informan yaitu bapak 

Hendik yang menjabat sebagai ketua satgas adminduk ketika ditanyakan tentang 

bagaimana komunikasi antara sesama anggota dalam menjalankan mplementasi 

komunikasi untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan beliau 

mengungkapkan bahwa: Saya sebagai ketua satgas adminduk mengintruksikan kepada 

semua anggota agar berkumpul satu bulan sekali untuk mengoreksi apa yang salah dan 

selain itu komunikasi antara sesama anggota itu paling banyak di grub whatsaap mesenger 

agar lebih mudah saat komunikasi atau membicarakan masalah yang  selain itu saya 

mengajak RT/RW juga ikut berpatisipasi dalam menjalankan tugas satgas adminduk untuk 

komunikasi terhadap masyarkat dan kita juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat 
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untuk memberikan bahwa membuat dokumen adminduk sudah bisa melalui Satgas 

Adminduk (Braun, 2019). 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan seluruh informan tersebut ditemukan 

fakta dilapangan bahwa komunikasi antara anggota dengan anggota maupun anggota 

dengan masyarakat berjalan cukup baik (Vrazo, 2018). Hal ini ditandai dengan komunikasi 

antara sesama anggota satgas adminduk berjalan dengan baik dengan bertemu secara 

langsung sebulan sekali dan via grub watshap sehingga implementasi kumunikasi satgas 

andminduk terbilang bagus, walaupun komunikasai antara RT/RW kurang. 

1. Sumber Daya 

 Sumberdaya, meskipun isi kebijakan dirumuskan dengan jelas dan konsisten, 

implementasi tidak akanefektif jika pelaksana tidak memiliki sumber daya untuk 

melaksanakannya. Sumber daya ini dapat berupa sumber daya manusia seperti 

penerapan pengetahuan dan sumber daya keuangan. 

 Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang informan yang 

bernama bapak Hendik yang juga sebagai ketua satgas adminduk ketika ditanyakan 

tentang bagaimana Sumberdaya yang ada di Desa Lojejer untuk meningkatkan 

pelayanan administrasi kependudukan dia menyatakan bahwa: petugas satgas 

adminduk dipilih dari warga Desa Lojejer  yang paham teknologi dan berjumlah 24 

orang, yang terdiri dari 10 laki-laki dan 14 perempuan, kita juga mewajibkan  kepada 

petugas satgas punya HP android minimal 3 Gb dan anggota Satgas Adminduk 

mendapat honor Rp. 300.000 perbulan yang diambil dari APBDes (Shamsuzzaman, 

2018). 

 Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan seluruh informan tersebut 

ditemukan fakta dilapangan bahwa Sumberdaya yang dimiliki Satgas Adminduk 

desa Lojejer, baik sumber daya manusia, sumber daya finansial, maupun sumber 

daya fasilitas sudah memadai. Terlihat dari sumber daya manusia yang sudah 

paham teknologi dan pegawai yang berjumlah 24 orang yang masing-masing 

mempunyai wilayah sendiri-sendiri, sedangkan sumber daya finansial petugas 

merasa kurang dengan honor 300 ribu perbulan karena untuk membeli kuota paket 

dan bahan bakar kendaraan. Untuk sumber daya fasilitas sudah baik karena semua 

satgas Adminduk sudah memiliki HP ram 3 gb. 

2. Disposisi 

 Anggota satgas adminduk yang ada di Desa Lojejer sudah sesuai prosedur, 

namun belum berjalan optimal. Terlihat komitmen dari petugas satgas adminduk 

dalam menjalankan pelayanan tersebut. (Kiltz, 2019) Di sisi lain juga terlihat bahwa 

proses pelayanan adminduk dihari kerja saja, namun dalam pelayanan andminduk 

ini masih tetap berjalan dengan baik ketika masyarakat ingin mengajukan 

pembuatan adminduk. 

3. Struktur birokrasi 

Struktur organisasi yang bertanggungjawab atas implementasi kebijakan, 

berpengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi 

meliputi standar operasional prosedur (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi 
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yang terlalu panjang melemahkan kontrol dan menciptakan birokrasi, yaitu 

prosedur birokrasi yang kompleks dan rumit yang membuat operasi organisasi 

menjadi tidak fleksibel (Enayati, 2018). 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang informan yang 

bernama bapak Hendik yang juga sebagai ketua satgas adminduk ketika ditanyakan 

tentang bagaimana struktur birokrasi atau SOP dalam melakukan pelayanan satgas 

Adminduk di Desa Lojejer untuk meningkatkan pelayanan administrasi 

kependudukan dia menyatakan bahwa: Mengenai struktur organisasi dan SOP ini 

sudah dijelaskan mulai awal Tahap pelayanan satgas adminduk yaitu diawali 

dengan masyarakat melakukan pengajuan permohonan pelayanan administrasi 

kependudukan kepada satgas adminduk dengan membawa persyaratan yang sudah 

ditentukan (Kohrt, 2018). Kemudian akan diajukan oleh satgas adminduk secara 

online melalui sosial media whatsapp dengan mengisi dan melengkapi data diri 

pemohon berdasarkan jenis dokumen yang akan diajukan dan juga mengunggah 

persyaratan yang sudah diisi secara lengkap, e-mail yang digunakan pada data diri 

pemohon menggunakan alamat e-mail desa sehingga setelah porses data selesai akan 

masuk ke e-mail desa (Modi, 2019). Selanjutnya satgas adminduk akan mengirimkan 

data pemohon kepada dispendukcapil supaya data dapat segera di proses, jenis 

dokumen seperti Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan SKPWNI yang sudah 

selesai diproses akan segera dikirim ke email desa dalam softfile, kemudian 

dokumen tersebut akan dicetak oleh bapak Hendik selaku Kasi Pemerintahan 

sekaligus menjabat Ketua Satgas Adminduk di kantor Desa Lojejer (Qi, 2018). 

Dokumen yang telah selesai di cetak akan diberikan oleh anggota satgas adminduk 

untuk dibagikan ke warga yang bersangkutan, sedangkan dokumen seperti KIA dan 

KIP akan dicetak di Dispendukcapil Jember, yang kemudian petugas 

Dispendukcapil Jember akan mengirim dokumen tersebut di Kecamatan Wuluhan, 

yang pada akhirnya petugas satgas adminduk diwajibkan untuk mengambil 

dokumen tersebut dan dibagikan ke warga yang bersangkutan. Dan kita sudah 

membagikan tugas masing-masing satgas yaitu 1 RW 2 petugas jadi tidak lagi ada 

yang tumpang tindih satu dengan yang lainnya dalam menjalankan tugasnya (Shen, 

2018). 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan seluruh informan tersebut 

ditemukan fakta dilapangan bahwa struktur birokrasi atau SOP dalam melakukan 

pelayanan anggota satgas adminduk yang ada Didesa Lojejer sudah berjalan dengan 

baik. Dapat dilihat dari pelayanan yang sangat mudah dan tidak berbelit- belit (Behl, 

2022). Susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Satgas Adminduk 

memberikan kejelasan dalalm menjalankan tugas dan pelayanan terhadap 

masyarakat tanpa harus ada yang tumpang tindih satu sama lain. ini juga dapat 

mengefisienkan kinerja dari pegawai dalam menjalankan tugas masing-masing 

(Kosec, 2020). 

Simpulan 
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Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa: 

a. Komunikasi, berdasarkan hasil penelitian terkait komunikasi yang dilakukan oleh 

Satgas Adminduk Desa Lojejer Kabupaten Jember mengenai pelayanan Adminitrasi 

sudah baik. Komunikasi dilakukan antara sesama anggota Satgas Adminduk sudah 

lancar dengan adanya Grub Whatsapp dan berkumpul secara langsung sebulan 

sekali, selain itu komunikasi antara Satgas Adminduk dengan masyarakat terbilang 

baik karena Anggota satgas melakukan sosialisasi kepada masyarakat langsung 

maupun lewat media sosial. 

b. Sumber daya, berdasarkan hasil penelitian terkait sumber daya yang dimiliki oleh 

satgas Adminduk Desa Lojejerkabupaten Jember, baik sumber daya manusia yang 

kompeten dengan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan pelayanan 

terhadap masyarakat. walaupun sumber daya dana yang dialokasikan kepada honor 

satgas adminduk minim tapi anggota satgas bisa menerimanya. 

c. Disposisi, berdasarkan hasil penelitian terkait disposisi yang dilakukan oleh Satgas 

Adminduk Desa Lojejer Kabupaten Jember sudah berjalan dengan baik. Dapat 

dilihat dengan komitmen anggota Satgas Adminduk dalam menjalankan pelayanan 

Didesa Lojejer sudah sesuai prosedur, namun belum berjalan optimal. Terlihat 

komitmen dari petugas satgas adminduk dalam menjalankan pelayanan tersebut. Di 

sisi lain juga terlihat bahwa proses pelayanan adminduk dihari kerja saja, namun 

dalam pelayanan andminduk ini masih tetap berjalan dengan baik ketika masyarakat 

ingin mengajukan pembuatan adminduk. 

d. Struktur organisasi, berdasarkan hasil penelitian mengenai struktur birokrasi di 

Satgas Adminduk desa Lojejer Kabupaten Jember Sudah berjalan baik. Dapat dilihat 

dari tat kerja anggota satgas adminduk memberikan kejelasan dalam menjalankan 

tugas dan pelayanan kepada masyarakat tanpa harus ada yang tumpang tindih satu 

sama lain. ini juga dapat mengifisienkan kinerja anggota Satgas Adminduk masing-

masing. Dengan struktur organisasi dan SOP yang jelas sehingga jalur dalam 

menjalankan tugas masing-masing menjadi jelas dalam melakukan pelayanan 

kepada masyarakat 
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